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I.        PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak tahun 2000, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Otonomi Daerah (Otoda) yang bertujuan untuk mendorong percepatan 

pembangunan daerah dan melakukan pembangunan  secara  merata dan  adil  agar  tujuan  pembangunan  nasional  untuk  meningkatkan  

kesejahteraan  rakyat  dapat  tercapai  secara lebih efektif  dan  efisien. Selain  itu,  kebijakan  Otoda  juga diharapkan mampu  mengatasi  

masalah  ketimpangan horizontal antar daerah.  Oleh karena itu,  kebijakan  Otoda  dapat  mempercepat  pembangunan  daerah-daerah  yang  

masih  tertinggal  dan terbelakang baik dalam kemampuan keuangan maupun pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan  sumber daya  

alamnya.   

Kebijakan  Otonomi  Daerah  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  sejak  tanggal  1  Januari  2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah.  Terkait dengan kebijakan percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan sisi kemampuan keuangan daerah maka 

pemerintah pusat memberikan dana “block grant” kepada daerah dengan tujuan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan 

fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. 

Dana “block grant” yang bersifat memiliki keleluasaan bagi daerah dalam menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas 

pembangunan inilah yang disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU yang bersumber dari APBN ini memiliki berbagai komponen dalam 

penghitungannya. Untuk menyusun DAU dalam rangka mengalokasikan sejumlah dana bagi tiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota), 

pemerintah pusat membutuhkan berbagai data dan indikator penting untuk penghitungan DAU. DAU dihitung berdasarkan kesenjangan fiskal 

antar daerah dimana kesenjangan fiskal merupakan selisih antara potensi dan kebutuhan daerah. Indikator-indikator pokok yang kebutuhan 

daerah dalam penghitungan DAU adalah Indeks Jumlah Penduduk (IP), Indeks Luas Wilayah (IW), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks 

PDRB perkapita (IPP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
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Penyediaan data statistik  yang dapat mencerminkan kebutuhan daerah harus memenuhi kriteria: 

1. Mempunyai kredibilitas yang tinggi  

2. Mutakhir  

3. Mempunyai validitas dan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Salah  satu  variabel  yang  digunakan  untuk  menghitung  DAU  adalah  Indeks  Kemahalan  Konstruksi  (IKK). Untuk menghitung IKK ini 

dibutuhkan beberapa komponen antara lain data harga konstruksi yang meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat 

konstruksi, upah jasa konstruksi, dan data bobot/diagram timbangan  umum  IKK  kabupaten/kota  berupa  nilai  masing-masing  bahan  bangunan  

utama  yang  dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 (lima) kelompok jenis bangunan.  Survei ini  

dilakukan  di  seluruh  kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia  dengan  tujuan  untuk  menyediakan  data  harga bahan bangunan/konstruksi, 

harga sewa alat-alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi.  

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kepulauan Sula 2018 ini menyajikan data-data Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten 

Kepulauan Sula secara lebih terperinci dan lengkap sehingga dapat membantu dalam penyusunan DAU. 

 

2.1 Tujuan    

Tujuan penghitungan Indeks  Kemahalan  Konstruksi  tahun  2018  adalah untuk  memperoleh gambaran tingkat kesulitan geografis, 

menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2019 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal 

dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). 
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2.3 Ruang Lingkup     

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi 2018 Kabupaten Kepulauan Sula dihitung menggunakan data harga perdagangan besar bahan 

bangunan/konstruksi dan sewa alat berat yang diperoleh dari survei Harga Kemahalan Konstruksi (HKK) yang dilakukan secara rutin setiap 

triwulanan. Harga  jenis  barang/bahan  bangunan  yang  dikumpulkan  meliputi  barang-barang  hasil pertambangan/penggalian  dan  barang-

barang konstruksi hasil  industri.  Sumber  data  lain  yang  digunakan  dalam penghitungan IKK adalah Penimbang Bill of Quantity (BoQ) tahun 

2016 dan 2017 yang diperoleh dari nilai proyek yang diselesaikan di Kabupaten Kepulauan Sula selama periode 2016-2017. 
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II.        KONSEP DAN DEFINISI 

 

Dalam survei IKK terdapat beberapa konsep dan definisi yang digunakan guna memperoleh data yang dibutuhkan. Konsep dan definisi 

tersebut diantaranya yaitu:  

1. Harga perdagangan besar (HPB) adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang 

besar berikutnya sebagai pembeli secara party/grosir dipasar pertama atas suatu barang. 

2. Harga produsen adalah harga transaksi yang terjadi antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli 

secara party/grosir di pasar pertama atas suatu barang. 

3. Harga eceran adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang eceran sebagai penjual dengan konsumen sebagai pembeli secara 

eceran/satuan yang digunakan untuk konsumsi langsung bukan untuk diperjualbelikan. 

4. Harga pedagang campuran adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang yang menjual barang secara partai/grosir dan juga menjual 

barang secara eceran dengan konsumen baik yang digunakan untuk konsumsi langsung atau konsumsi tidak langsung. 

5. HPB bahan bangunan/konstruksi adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah 

besar (party) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna 

bahan bangunan tersebut. 

6. Produsen adalah Penghasil barang-barang baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan mesin. 

7. Pedagang Besar (PB) adalah pedagang/distibutor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara party/grosir atau dalam jumlah besar. 

8. Pedagang campuran adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian 

lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar. 

9. Pedagang Besar Pertama (PB I) adalah pedagang besar sesudah produsen/penghasil. 

10. Party/grosir atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarannya, baik 

kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri. 
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11. Kegiatan Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat 

kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini 

adalah hanya kegiatan pembangunan baru. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, 

bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan 

bangunan jaringan komunikasi. Sedangkan kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan 

bangunan. 

12. Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan 

untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Satuan/unit yang digunakan dalam 

harga sewa ini adalah unit/jam. 

13. Hidraulic Excavator adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ke dalam kendaraan truk. 

14. Buldozer adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek. 

15. Three wheel roller (mesin giling) adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah atau mengeraskan permukaan jalan. 

16. Mandor adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada 

pekerjaan yang lebih kecil, Mandor merangkap kepala tukang. 

17. Kepala Tukang adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan 

yang diinginkan. 

18. Tukang batu adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin, dan membuat plester tembok. Alat 

kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan water pass. 

19. Tukang kayu adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan 

biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll. 

20. Tukang cat adalah buruh konstruksi yang bekerja untuk mengecat tembok, papan, dan dinding lainnya. 

21. Tukang listrik adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik & perlengkapannya dan memasang system listrik 

generator, trafo, dll 
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22. Tingkat  Kemahalan  Konstruksi  (TKK)  merupakan  cerminan  dari  suatu  nilai  bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk 

membangun 1 (satu) unit bangunan persatuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau  provinsi.  TKK  diperoleh  melalui  pendekatan  

terhadap  harga  sejumlah  bahan  bangunan/konstruksi dan harga sewa  alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam 

bangunan tersebut.    

Indeks Kemahalan Konstruksi  

 Indeks  Kemahalan  Konstruksi  (IKK)  adalah  angka  indeks  yang  menggambarkan perbandingan TKK  suatu kabupaten/kota atau  provinsi  

terhadap TKK  kabupaten/kota  atau  provinsi  lain.  Sedangkan TKK itu sendiri merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau 

biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau propinsi yang 

diperoleh melalui pendekatan terhadap sejumlah bahan bangunan, dan jasa yang menjadi paket komoditas. Sesuai  dengan  pengertiannya, IKK  

dapat  dikategorikan  sebagai  indeks spasial,  yaitu  indeks  yang  menggambarkan  perbandingan  harga  untuk wilayah yang berbeda pada 

periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal atau temporal yang  selama  ini  sudah  kita  kenal,  seperti  Indeks  Harga  

Perdagangan  Besar  (IHPB)  atau  Indeks  Harga Konsumen  (IHK),  kedua  indeks  harga  tersebut  menggambarkan  perkembangan  harga  

di  suatu  wilayah  pada periode waktu tertentu terhadap harga periode tahun dasar.  

Sejak  Tahun  2005,  IKK  disajikan  dengan  memperhitungkan  pula  perkembangan  harga  periode  tertentu terhadap  harga  periode  dasar  

(Februari  2004,  harga  yang  digunakan  dalam  penghitungan  IKK  2004).  Mulai tahun 2010 IKK disajikan dengan model yang berbeda. Pada 

tahun 2018 Kota Semarang sebagai kota acuan dan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi acuan.  

Kelompok Jenis Bangunan  

Pada  awal  penghitungan  Indeks  Kemahalan  Konstruksi,  Kelompok  bangunan/konstruksi  yang  digunakan terdiri  dari  lima  kelompok  

bangunan/konstruksi  yaitu:  Bangunan  Tempat  Tinggal  dan  Bukan  Tempat  Tinggal, Bangunan  Pekerjaan  Umum  Untuk  Pertanian,  
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Bangunan  Pekerjaan  Umum  Untuk  Jalan,  Jembatan  dan Pelabuhan,  Bangunan  dan  Instalasi  Listrik,  Gas,  Air  Minum,  dan  Komunikasi,  

dan  Bangunan  Lainnya.  Namun karena tidak semua kabupaten/kota memiliki kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan 

fisik berupa Bangunan Pekerjaan Umum Untuk Pertanian dan Bangunan untuk Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi, maka mulai 

tahun 2005 kelompok bangunan yang digunakan untuk penghitungan IKK terdiri dari lima kelompok bangunan/konstruksi, yaitu:  

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;  

Bangunan  tempat  tinggal  dan  bukan  tempat  tinggal,  kegiatan  konstruksi  yang    termasuk  dalam  kelompok  jenis  bangunan ini 

adalah sebagai berikut :     

1. Konstruksi  gedung  tempat  tinggal,  meliputi:  rumah  yang  dibangun  sendiri,  real  estate,  rumah  susun,  dan perumahan dinas  

2. Konstruksi  gedung  bukan  tempat  tinggal,  meliputi:  konstruksi  gedung  perkantoran,  industri,  kesehatan, pendidikan, tempat 

hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.  

 

2. Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan  

Bangunan  pekerjaan  umum  untuk  jalan,  jembatan,  dan  pelabuhan,  kegiatan  konstruksi  yang  masuk dalam kelompok jenis bangunan 

ini adalah :  

• Bangunan  jalan,  jembatan,  dan  landasan,  meliputi:  pembangunan  jalan,  jembatan,  landasan  pesawat  

terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.  

• Bangunan jalan dan jembatan kereta, pembangunan jalan dan jembatan kereta.  

• Bangunan  dermaga,  meliputi:  pembangunan,  pemeliharaan,  dan  perbaikan  dermaga/pelabuhan,  sarana pelabuhan, dan penahan 

gelombang. 

 

3. Bangunan lainnya 
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Bangunan  lainnya,  meliputi  kegiatan  pekerjaan  umum  untuk  pertanian,  instalasi  listrik,  gas,  air minum, komunikasi, dan lainnya, 

diantaranya:   

• Pemasangan  perancah,  pemasangan  bangunan  konstruksi  prefab  dan  pemasangan  kerangka  baja, pengerukan,  konstruksi  khusus  

lainnya,  instalasi  jaringan  pipa,  instalasi  bangunan  sipil  lainnya,  dekorasi eksterior,  serta  bangunan  sipil  lainnya  termasuk  

peningkatan  mutu  tanah  melalui  pengeringan  dan pengerukan.  

• Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.  

• Konstruksi  telekomunikasi  udara,  meliputi  konstruksi  bangunan  telekomunikasi    dan      navigasi    udara, bangunan   

pemancar/penerima radar, dan bangunan antenna.  

• Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta  

api.  

• Konstruksi  sentral  telekomunikasi,  meliputi:  bangunan  sentral  telepon/telegraf,  konstruksi  bangunan menara  pemancar/penerima  

radar  microwave,  dan  bangunan  stasiun  bumi  kecil/stasiun  satelit,    instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan 

saluran drainase pada gedung.  

• Instalasi  listrik,  meliputi:  pemasangan  instalasi  jaringan  listrik  tegangan  lemah  dan  pemasangan  instalasi jaringan listrik tegangan 

kuat.  

• Instalasi  gas,  meliputi:  pemasangan  instalasi  gas  pada  gedung  tempat  tinggal  dan  pemasangan  instalasi gas pada gedung bukan 

tempat tinggal.  

• Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan  instalasi listrik lapangan udara.  

• Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.  

• Bangunan  terowongan,  Bangunan  sipil  lainnya  (lapangan  olahraga,  lapangan  parkir,  dan  sarana lingkungan pemukiman). 
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III.        METODOLOGI 

 

3.1.  Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data harga dilakukan secara triwulanan yaitu Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahunnya. Periode-periode   tersebut 

mencakup masa  perencanaan dan pembangunan suatu proyek kontruksi sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan 2 periode pencacahan. Data yang dikumpulkan terdiri dari 33 jenis barang 

yang mencakup sekitar 103 kualitas barang, selain itu juga dikumpulkan harga sewa sekitar 8 alat berat dengan 19 kualitas.  

  

3.2.  Metode Penghitungan IKK 

Penghitungan IKK 2018 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-

masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑁𝐾𝑗 = ∑ 𝑝𝑘 . 𝑞𝑘

𝑛

𝑘=1

 

dengan :  

 𝑁𝐾𝑗 = Nilai Komponen ke-j  

 𝑝𝑘 = Harga material/upah/sewa alat ke-k  

 𝑞𝑘 = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k  

 𝑛 = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j 
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Tahap penghitungan kedua adalah menghitung Purchasing Power Parity (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi Country Product 

Dummy (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut: 

ln 𝑁𝑘𝑗 =  𝛼𝑖𝐶𝑖 + 𝛽𝑗𝑃𝑗 + 𝜀 

 𝑁𝐾𝑗 = Nilai Komponen ke-j 

 Ci = dummy kabupaten/kota ke-i 

 Pj = dummy komponen ke-j dalam suatu sistem dan bangunan 

 αi dan βj = Koefisien regresi 

 𝑃𝑃𝑃 (𝑃𝑢𝑟𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦)𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚    𝑖= exp(αi) 

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝑃𝑃𝑃𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑖 = ∏(𝑃𝑃𝑃 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑖)𝑤2𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑛 = Jumlah sistem dalam suatu bangunan 

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝑃𝑃𝑃𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘 𝑖 = ∏(𝑃𝑃𝑃 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑖)
1
𝑛

𝑛

𝑖=1

 

𝑛 = Jumlah bangunan dalam suatu proyek 

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot 

APBD) dengan rumus sebagai berikut: 
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= (∏(𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘 𝑖)𝑤1𝑖

𝑛

𝑖=1

) . 100 

𝑛 = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota 

 

3.3 Penghitunghan Diagram Timbang IKK 

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Saat ini material yang 

digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen 

aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal 

tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena 

itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2018 

menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan up to date yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2017. 

Topografi adalah studi mengenai  bentuk relief permukaan bumi  yang berisi  tentang informasi tentang ketinggian permukaan tanah pada 

suatu tempat  terhadap permukaan laut, yang digambarkan dengan gari-garis kontur (sumber: www.wikipedia.org). Peta topografi ini memberikan 

gambaran mengenai wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah.  Suatu kabupaten yang terletak di pegunungan biasanya memiliki 

akses jalan yang terbatas sehingga distribusi barang menjadi sulit. Hal ini menyebabkan tingginya harga  barang-barang tertentu di kabupaten 

tersebut akibat dari transportasi yang langka. Kondisi ini umum terjadi di kabupaten yang berada di luar pulau Jawa.   

 Berdasarkan peta topografi Kabupaten Kepulauan Sula umumnya merupakan dataran rendah dan sebagian kecil dataran tinggi atau 

perbukitan. Melihat kondisi ini Kabupaten Kepulauan Sula seharusnya tidak memiliki akses jalan yang terbatas. Akan tetapi, kembali lagi karena 

kondisi Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan kepulauan yang terpisah dengan kabupaten lainnya maka akses distribusi barang tetap 

saja menjadi masalah tersendiri. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Kabupaten Kepulauan 

Sula.                                                      
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Konsep definisi (sumber: Kementerian Kehutanan)  

1. Danau/Tubuh Air adalah kumpulan air yang besarnya tergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan, suhu dan sebagainya, 

misalnya sungai, rawa, danau dan samudera.  

2. Hutan  Lindung  adalah  kawasan  hutan  yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  

untuk  mengatur  tata  air,  mencegah  banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.  

3. Hutan Produksi  adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.  

4. Hutan Produksi Konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan 

kehutanan.  

5. Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah pada umumnya berada 

di wilayah pegunungan.   

6. Hutan Suaka Alam adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 

satwa serta ekosistemnya.  

Peta  kawasan  hutan  digunakan  sebagai  gambaran  persebaran  hutan  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Secara  umum  adanya  kawasan  

hutan  berpengaruh  terhadap  kelancaran  arus distribusi  barang  dari  suatu kabupaten ke kabupaten lainnya sehingga harga suatu komoditi 

meningkat (IKK tinggi).  Hal ini umum terjadi di kabupaten di luar pulau Jawa. Meskipun begitu letak Kabupaten Kepulauan Sula yang dipisahkan 

oleh laut membuat peta kawasan ini tidak cukup menggambarkan kondisi kelancaran arus distribusi barang dari suatu kabupaten ke kabupaten 

lainnya.  
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Gambar 1. Peta Kondisi Topografi Pulau Maluku Dan Papua 

 
Sumber : Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota BPS 
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IV.        INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2018 

 

 

Keadaan Geografis Kabupaten Kepulauan Sula 

 Secara geografis Kabupaten  Kepulauan  Sula terletak  antara  01031’-02033’ Lintang  Selatan  dan  124006’–126036’  Bujur  Timur. 

Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula berbatasan dengan: 

1. Sebelah utara  dibatasi  oleh  Laut Maluku 

2. Sebelah  timur  Laut  Seram 

3. Sebelah  selatan  Laut  Banda 

4. Sebelah  barat  Kabupaten  Pulau Taliabu. 

Berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor  4  tahun  2010  tentang pemekaran  desa,  wilayah administrasi Kabupaten 

Kepulauan Sula mengalami perubahan jumlah desa,  dimana  saat  ini  jumlah  desa di  Kabupaten  Kepulauan  Sula menjadi 79 desa yang 

sebelumnya hanya  78  desa  tersebar  di  Pulau Sulabesi  dan  Pulau  Mangoli.  Satu desa  yang  baru  adalah  desa Jere yang  merupakan  

pecahan  desa Mangoli  di  Kecamatan  Mangoli Tengah. Luas wilayah Kabupaten kepulauan Sula adalah sekitar 13.732,7 km2. 

Letak Kabupaten Kepulauan Sula yang cukup jauh dari ibukota provinsi yaitu Kota Ternate serta sarana transportasi yang membutuhkan waktu 

lama menyebabkan tingkat kesulitan geografis Kabupaten Kepulauan Sula dapat dikatakan cukup sulit dibandingkan dengan kabupaten/kota 

lainnya di Provinsi Maluku Utara. Akses transportasi utama untuk mendistribusikan barang dari luar kabupaten adalah kapal laut yang mana 

dengan jarak yang cukup jauh tentu memakan waktu yang lama pula.Komoditas konstruksi/bahan bangunan di Kabupaten Kepulauan Sula 

utamanya didatangkan dari Kota Bau-bau, Kota Surabaya dan Kota Manado. 
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Gambar 2. Peta Kawasan Hutan Di Pulau Maluku Dan Papua 

 
 Sumber : Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota BPS 
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Gambar 3. Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Maluku Utara, 2018 

 

 Sumber : Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota BPS 
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Gambar 4. Perbandingan IKK antar Kabupaten/Kota di  Provinsi Maluku Utara, 2018 
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Pada tahun 2018, Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebesar 132,24. Angka ini menunjukkan bahwa biaya 

yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan di Kabupaten Kepulauan Sula lebih mahal 32,24 persen dibandingkan biaya untuk 

membangun satu unit bangunan di Kota Semarang sebagai kota acuan. Jika diurutkan rangking IKK Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 

2018 berada di posisi pertama yang berarti biaya yang dibutuhkan membangun satu unit bangunan di Kabupaten Kepulauan Sula lebih tinggi 

dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten yang memiliki IKK terendah yaitu Kota Tidore 

Kepulauan dengan IKK sebesar 107,97 atau biaya untuk membangun satu unit bangunan di Kota Tidore Kepulauan hanya lebih tinggi 7,97 

persen dibandingkan di Kota Semarang. Dalam penghitungan IKK menggunakan Bill of Quantity (BoQ) dari proyek yang dibangun pada suatu 

wilayah pada periode satu tahun sebagai penimbang maka besar kecilnya IKK juga dipengaruhi oleh seberapa besar jumlah proyek yang 

dibangun pada periode tersebut. 

 

Tabel 1. Pergerakan IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2012-2018 

 

 

No Kode Kabupaten/Kota 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 8201 Kabupaten Halmahera Barat 118,47 121,72 116,2 115,49 124,06 123,44 110,61 

2 8202 Kabupaten Halmahera Tengah 135,27 138,28 136,09 120,04 126,31 128,01 121,44 

3 8203 Kabupaten Kepulauan Sula 127,65 146,45 138,85 121,42 128,94 124,53 132,24 

4 8204 Kabupaten Halmahera Selatan 99,41 90,69 92,32 111,54 111,3 109,31 110,95 

5 8205 Kabupaten Halmahera Utara 109,46 126,87 121,75 116,3 119,53 124,3 112,35 

6 8206 Kabupaten Halmahera Timur 122,2 120,93 119,28 121,14 128,18 118,52 108,11 
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No Kode Kabupaten/Kota 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7 8207 Kabupaten Pulau Morotai 123,94 123,87 121,45 119,11 109,9 109,84 118,37 

8 8208 Kabupaten Pulau Taliabu - - 141,4 123,13 129,23 120,19 130,38 

9 8271 Kota Ternate 117,35 133,88 126,94 119,23 127,35 129,46 115,91 

10 8272 Kota Tidore Kepulauan 123,64 137,9 131,61 119,68 128,11 123,39 107,97 

 

Jika melihat tren IKK Kabupaten Kepulauan Sula terlihat bahwa dibandingkan tahun 2017, pada tahun ini ranking IKK Kabupaten 

Kepulauan Sula naik satu tingkat menjadi Kabupaten dengan nilai IKK tertinggi di Provinsi Maluku Utara. Jika pada kota acuan sebelumnya yaitu 

Kota Surabaya, IKK Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2017 tercatat sebesar 124,53 dan berada pada ranking kedua. Angka ini menunjukan 

bahwa biaya untuk membangun bangunan atau gedung di Kabupaten Kepulauan Sula lebih tinggi 24,53 persen dibanding biaya di Kota 

Surabaya. Lebih tingginya ranking IKK ini bisa mengindikasikan beberapa faktor. Pertama, harga-harga komoditas bahan bangunan/konstruksi 

yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula cenderung lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di Kota Semarang yang disebabkan oleh lebih 

sulitnya arus distribusi atau lebih sulitnya arus distribusi barang konstruksi.  Kemudahan dalam memperoleh bahan bangunan/konstruksi sangat 

berpengaruh terhadap harga komoditas barang bangunan. Jika dibandingkan dengan Kota Surabaya bahan bangunan di Kabupaten Kepulauan 

Sula masih sangat terbatas dan sulit diperoleh. Kedua, semakin murahnya harga barang konstruksi di kabupaten/kota lain di Maluku Utara.  

Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam 

penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK nya.  Selain itu, literatur tentang indeks spasial pada 

umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar. Kota Semarang dipilih sebagai kota acuan pada perhitungan IKK karena Kota 

Semarang memiliki angka IKK sebesar 100,00 yaitu angka yang paling dekat dengan rata-rata Kabupaten/kota sama dengan 100. 
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Tabel 2. Perbandingan IKK antar Provinsi di Seluruh Indonesia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan peta Indeks Kemahalan Konstruksi tahun 2018 terlihat bahwa Indonesia bagian timur umumnya memiliki IKK yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian lain. Hal ini karena kondisi geografis serta masih sulitnya sarana transportasi  sebagai akibat akses 
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yang masih terbatas sehingga alur distribusi bahan bangunan/konstruksi menjadi lebih sulit. Harga bahan bangunan/konstruksi di Indonesia 

bagian timur juga jauh lebih tinggi dibandingkan harga di daerah lain. Provinsi Maluku Utara menempati posisi ke lima pada tahun 2018 dengan 

IKK sebesar 120,92. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum di Provinsi Maluku Utara untuk membangun satu unit bangunan atau konstruksi 

dibutuhkan biaya lebih tinggi 20,92 persen dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan saat membangun satu unit bangunan di Kota Semarang. 

Pada tahun 2018, Provinsi dengan IKK tertinggi adalah Provinsi Papua yaitu sebesar 229,82. Ini artinya untuk membangun satu unit bangunan 

di Provinsi Papua dibutuhkan biaya 129,82 persen lebih besar dari biaya yang dikeluarkan saat membangun gedung di Kota Semarang. Hal ini 

tentu perlu menjadi bahan perhatian Pemerintah mengenai kemudahan arus distribusi barang dan jasa konstruksi karena hal ini sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kemahalan konstruksi di Provinsi Maluku Utara. Program Pemerintah mengenai tol laut yang mempermudah arus 

distribusi barang sangat diharapkan dapat membuka peluang untuk menyelesaikan masalah ini sehingga daerah yang dijangkau oleh tol laut 

juga perlu ditambah. 
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Gambar 4. Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2018 

 
Sumber : Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota BPS 
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Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2018 

 

No Kode Kabupaten/Kota IKK 2018 DAU 

1 8201 Kabupaten Halmahera Barat 110,61 504.639.047 

2 8202 Kabupaten Halmahera Tengah 121,44 460.403.872 

3 8203 Kabupaten Kepulauan Sula 132,24 495.612.836 

4 8204 Kabupaten Halmahera Selatan 110,95 766.195.544 

5 8205 Kabupaten Halmahera Utara 112,35 495.612.836 

6 8206 Kabupaten Halmahera Timur 108,11 486.927.206 

7 8207 Kabupaten Pulau Morotai 118,37 404.673.835 

8 8208 Kabupaten Pulau Taliabu 130,38 356.662.296 

9 8271 Kota Ternate 115,91 653.094.117 

10 8272 Kota Tidore Kepulauan 107,97 570.283.273 

Sumber : DPJK Kementerian Keuangan RI 
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KUESIONER IKK 
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